ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Eksekusi
Objek Jaminan Fidusia Ketika Debitur Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan rasa keadilan bagi
Kreditur; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Eksekusi Objek Jaminan
Fidusia Ketika Debitur Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVI11/2019 yang memberikan rasa keadilan bagi Kreditur adapun
masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Bentuk Eksekusi Objek Jaminan
Fidusia Ketika Debitur Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVI11/2019 yang Memberikan Kepastian Hukum 2) Bagaimana
perlindungan hukum terhadap kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 18/PUU-XVI1/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan
Konseptual, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Historis, dan
Pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis,
analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer
dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bahwa Eksekusi objek
jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XV11/2019
mengalami perubahan yang signifikan yang mana pada awalnya eksekusi
dilakukan dengan cara parate eksekusi atau eksekusi langsung atau eksekusi objek
jaminan tanpa perlu putusan pengadilan Kini berubah Eksekusi objek jaminan
fidusia dengan cara parate eksekusi hanya dapat dilakukan apabila Debitur
menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela namun jika Debitur enggan
untuk menyerahkan objek jaminan fidusia maka tata cara eksekusi disamakan
dengan menjalankan eksekusi putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan
hukum tetap dan apabila Debitur mengingkari bahwa dirinya telah melakukan
Cidera Janji maka Kreditur harus melakukan gugatan Perdata. Sehingga kekuatan
eksekutorial yang dimiliki oleh Sertifikat jaminan fidusia sudah hilang apabila
Debitur enggan untuk menyerahkan objek benda jaminan fidusia dan menyangkali
dirinya telah Cidera Janji. 2) Bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
18/PUU-XVI11/2019 tidak lagi memberikan perlindungan hukum terhadap
Kreditur. Kreditur hanya dapat menikmati haknya untuk melakukan eksekusi
secara langsung hanya jika Debitur menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut
secara sukarela dan apabila tidak dilakukan secara sukarela maka hilang sudah
kekuatan eksekutorialnya sehingga Kreditur dapat perlindungan hukum untuk
menikmati haknya maka perlu dibuat aturan hukum baru yang dapat melindungi
Kreditur dan Juga debitur secara berimbang. Saran 1) Pengawasan Aktif dari OJK
2) Pembaharuan UU Jaminan Fidusia

Kata Kunci, Perlindungan Hukum, Kreditur, Pasca, Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor



ABSTRACT

1 This research aims: 1) To determine and analyze the form of execution of
Fiduciary Guarantee Objects when Debtors Default after the Constitutional Court
Decision Number 18/PUU-XVI1/2019 which provides a sense of justice for
Creditors; 2) To find out and analyze the form of execution of fiduciary collateral
objects when the debtor breaks his promise after the Constitutional Court
decision number 18/PUU-XVII/2019 which provides a sense of justice for
creditors. As for the problems in this research: 1) What is the form of execution of
fiduciary collateral objects when the debtor is injured Promises after the
Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 which provide legal
certainty 2) What is the legal protection for creditors after the Constitutional
Court Decision Number: 18/PUU-XVII/2019. The research method used is the
normative juridical research method and the approaches used are the Conceptual
Approach, Legislative Approach, Historical Approach and Case Approach.
Analysis of the legal materials used in this research was carried out using
descriptive analytical research methods, the data analysis used was a qualitative
approach to primary and secondary data. The results of the research show that 1)
That the execution of fiduciary collateral objects after the Constitutional Court
Decision Number: 18/PUU-XVII/2019 experienced significant changes in that
initially execution was carried out by parate execution or direct execution or
execution of collateral objects without the need for a court decision. changed
Execution of fiduciary collateral objects by means of parate execution can only be
carried out if the Debtor surrenders the fiduciary collateral object voluntarily, but
if the Debtor is reluctant to hand over the fiduciary collateral object then the
execution procedure is equated with carrying out the execution of a district court
decision which has permanent legal force and if the Debtor denies that If he has
committed a breach of contract, the creditor must file a civil lawsuit. So the
executorial power possessed by the Fiduciary Guarantee Certificate is lost if the
Debtor is reluctant to hand over the fiduciary collateral object and denies that he
has been in breach of contract. 2) That Law Number 42 of 1999 concerning
Fiduciary Guarantees since Constitutional Court Decision Number: 18/PUU-
XVI11/2019 no longer provides legal protection for Creditors. Creditors can only
enjoy their right to carry out direct execution only if the Debtor surrenders the
fiduciary collateral object voluntarily and if this is not done voluntarily then its
executorial power will disappear so that Creditors can get legal protection to
enjoy their rights, it is necessary to create new legal regulations that can protect
Creditors and Also debtors equally. Suggestions 1) Active supervision from OJK
2) Renewal of the Fiduciary Guarantee Law
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